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PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER
TEST) CALON ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA
MENJAGA KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Tiara, 2210112166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Tata Negara, 73 Halaman + xi, 2026)

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Hmi'a!s
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Kemandirian kedua lembaga ini menjadi syarat utama dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih membuka ruang intervensi politik, khususnya pada tahap fit and
proper fest oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keterlibatan DPR pada tahap ini berpotensi memengaruhi
objektivitas penilaian karena DPR merupakan lembaga politik yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemilu.
Fenomena munculnya dugaan penentuan nama calon sebelum pelaksanaan uji kelayakan serta adanya afiliasi politik
| calon dengan elite partai memperkuat kekhawatiran terhadap menurunnya kemandirian penyelenggara pemilu dan
berkurangnya kepercayaan publik. Penellitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Perfama, mengapa
sme fit and proper test dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu mempengaruhi kemandirian lembaga
enyelenggara pemilu? Kedua, bagaimana mekanisme fit and proper ftest ideal dalam rekrutmen calon anggota
nbaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas? Upaya dalam permasalahan tersebut, penulis
er . metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan
Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menawarkan
ne seleksi dengan mengurangi jumlah calon yang diajukan kepada DPR menjadi jumlah yang
| kebutuhan, yakni tujuh calon anggota KPU dan lima calon anggota Bawaslu. Apabila terdapat calon
uhi kualifikasi, DPR dapat meminta kembali kepada Tim Seleksi untuk mengirimkan calon
aslu untuk dilakukannya fif and proper test oleh DPR sesuai dengan kekurangan jumlah kuota
pkan mampu meminimalisasi intervensi politik sekaligus tetap menjaga prinsip check and
egara serta memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu

penyelenggara pemilu, seleksi KPU dan Bawaslu, intervensi politik.
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IMPLEMENTATION OF THE FIT AND PROPER TEST FOR CANDIDATE
MEMBERS OF THE GENERAL ELECTION MANAGING INSTITUTION BY
THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN AN EFFORT TO
MAINTAIN THE INDEPENDENCE OF THE GENERAL ELECTION
MANAGEMENT INSTITUTION
(Tiara, 2210112166, Faculty of Law, Andalas University, Concentration Program Constitutional Law, 73 Pages +
X1, 2026)

ABSTRACT

The implementation of general elections in Indonesia is carried out by the General Elections Commission (KPU)
and the Elections Supervisory Agency (Bawasly) as national, permanent, and independent state institutions. The
independence of these two institutions is a primary requirement in ensuring the implementation of direct, general,
ﬁ'ee secret, honest, and fair elections. However, the selection mechanism for KPU and Bawaslu members as
Stipulated in Law Number 7 of 2017 still leaves room for political intervention, particularly during the fit and
proper test stage by the House of Representatives (DPR). The involvement of the DPR at this stage has the
ntial to affect the objectivity of the assessment because the DPR is a political institution that has a stake in
election results. The phenomenon of the emergence of allegations of determining the names of candidates
and proper test is carried out and the political affiliation of candidates with party elites reinforces
ut the declining independence of election organizers and the decline of public trust. This research
arch questions: First, why does the fit and proper test mechanism in the selection of KPU and
r candidates affect the independence of election organizers? Second, what is the ideal fit and
anism in the recruitment of independent and integrity-based candidate members of election
rmulate this problem, the author uses a normative juridical research method, with a c onceptual,
comparative approach. Data sources are obtained from primary, secondary, and tertiary legal
dy offers an alternative selection mechanism by reducing the number of candidates submitted
atives (DPR) to the required number, nume.’y seven candidates for KPU members and
lu members. If any candidate does not meet the qualifications, the DPR can request the
candidate members of KPU and Bawaslu for a fit and proper test by the DPR in
‘the position quota. This model is expected to minimize political intervention
of checks and balances between state institutions and st ‘engthening the

KPU and Bawaslu selection, political intervention.
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